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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

. bahwa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah

retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang potensial untuk membiayai penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah guna
mendukung terselenggaranya otonomi daerah;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1989 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3065);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4037);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat Il
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4059);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993
tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 04 Tahun 1994
tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerabh;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat | dan
Daerah Tingkat Il ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang
Komponen Penetapan Tarif Retribusi;



18.

19.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun
2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan
BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

8.
9

Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Bangka Tengabh.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha
Milik Negara atau Daerah, dengan nama atau bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta bentuk usaha lainnya.

Dinas Pekerjaaan Umum dan Perhubungan adalah Dinas
Pekerjaaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.
Pejabat Tertentu adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu untuk
mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dibidang retribusi sesuai
dengan Peraturan Perundag-undangan yang berlaku.

Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

. Jalan Umum adalah jalan yang terdapat di Kabupaten Bangka

Tengah yang dipergunakan untuk tempat parkir.

10.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak

bersifat sementara.

11.Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan

umum dalam wilayah daerah.



12.Petugas Parkir adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perhubungan untuk mengatur penempatan
kendaraan yang di parkir.

13.Retribusi Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan
tempat parkir ditepi jalan umum yang dimiliki dan dikelola Pemerintah
Daerah.

14.Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir ditepi
jalan umum yang diselenggarakan oleh orang atau badan.

15.Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan/atau bukti
pembayaran atas pemakaian tempat parkir di tepi jalan umum.

16.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.

17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang.

BAB Il
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
(1) Objek Retribusi adalah kendaraan bermotor yang menggunakan jasa
pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

(2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas parkir
di tepi jalan umum.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan
retribusi jasa umum.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan
tempat parkir.



BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya didasarkan
pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya
penyelenggaraan penyediaan fasilitas pelayanan parkir ditepi jalan
umum dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek
keadilan.

Pasal 6

(1) Struktur dan besarnya tarif untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan
sebagai berikut :
a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp.500,00 (lima ratus rupiah);
b. kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
c. kendaraan bermotor lebih dari roda 4 (empat) Rp.1.500,00 (seribu
lima ratus rupiah).

(2) Struktur dan besarnya tarif parkir berlangganan ditetapkan sebesar
50% (lima puluh persen) dari besarnya tarif sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk setiap 100 (seratus) lembar
karcis dalam tahun berjalan.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Pertama
Wilayah Cara Pemungutan

Pasar 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan
parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 8
(1).Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.

(2).Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(3).Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima
(BKP) pada Dinas Pendapatan Daerah.



BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) kali parkir atau ditetapkan
lain oleh Bupati yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10
Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11
(1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
(2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu

pemanfaatan, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya
jangka waktu pemanfaatan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi
diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 12

(1) Sebagai bukti pembayaran retribusi diberikan tanda bukti
pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran
retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat
Tagihan Retribusi Daerah (STRD).



BAB IX
INSTANSI PEMUNGUT DAN PENGELOLA RETRIBUSI

Pasal 14

Dinas Pekerjaan Umum dan Pehubungan adalah pemungut dan
pengelola retribusi parkir daerah.

BAB X
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Bupati.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya  permohonan  kelebihan  pembayaran  retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRD lebih bayar harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
retribusi tersebut.

(5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkanya SKRD lebih bayar.

(6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.



(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 17

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan:

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran;
d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan  pengembalian  kelebihan pembayaran retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos
tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

(4) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(5) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan
utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIlI
PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 18

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang memarkir kendaraan wajib
menempatkannya pada tempat parkir yang telah ditentukan.

(2) Lokasi tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

(3) Pengelolaan tempat parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan oleh instansi yang ditunjuk.

(4) Penetapan lokasi tempat-tempat parkir dengan memperhatikan:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
c. kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
d. kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 19

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang memarkirkan kendaraan
bermotor ditempat-tempat parkir harus mematuhi semua tanda-tanda
atau petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan
oleh petugas parkir.



(2) Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas-batas tempat parkir
yang telah ditentukan.

(3) Setiap orang pribadi atau badan dilarang menempatkan kendaraan
ditempat parkir sembarang, sehingga dapat mengganggu,
mengurangi, merintangi kebebasan kendaraan lainnya yang diparkir
untuk keluar masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan
terganggunya kelancaran arus lalu lintas.

Pasal 20

Petugas Parkir berkewajiban untuk :

a. memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan
ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;

b. menyerahkan karcis parkir ; dan

c. menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan-kendaraan yang
diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB Xl
PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

b. meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerabh;



g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa indentitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi daerabh;

I.  memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

J.  menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
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Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundang

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di  Koba
pada tanggal 6 November 2006

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABU HANIFAH
Diundangkan di Koba
pada tanggal 8 November 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto
HENDRA BHAKTI DJARAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 24

Untuk salinan yang sah

Sesuai dengan yang aslinya

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ELLY IRSYAH, SH.
PEMBINA
NIP. 380048492
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